BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan Pasal 50
ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang
memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus sengketa hak
milik atau perkara keperdataan lainnya tanpa harus melalui Pengadilan
Negeri, bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Namun, hal
ini  berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara Pengadilan
Agama dan Pengadilan Umum. Untuk menghindari hal tersebut,
diperlukan mekanisme penyelesaian yang jelas, seperti pengajuan
keberatan atas kewenangan di tingkat awal persidangan, pemeriksaan awal
oleh hakim, atau pengajuan sengketa kewenangan absolut ke Mahkamah
Agung (MA) yang memiliki kewenangan untuk memutuskan yurisdiksi

secara final dan mengikat.

B. Saran

Untuk mengatasi sengketa kewenangan antara pengadilan umum
dan pengadilan agama, diperlukan harmonisasi peraturan yang jelas
mengenai batas yurisdiksi masing-masing pengadilan, terutama terkait
sengketa hak milik atau keperdataan. Hal ini bisa dilakukan melalui revisi
undang-undang atau penerbitan peraturan pelaksana. Selain itu,

peningkatan pemahaman hakim dan aparat penegak hukum tentang
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penerapan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 melalui pelatihan
sangat penting untuk konsistensi hukum. Mahkamah Agung juga perlu
mempercepat mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan secara
transparan dan memastikan kepastian hukum, serta melakukan sosialisasi
dan kajian potensi konflik yurisdiksi untuk mendukung sistem peradilan

yang lebih adil.
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